
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta 

menjadi unsur dari rukun Islam. Zakat merupakan pilar utama dalam Islam 

khususnya dalam perannya pada aspek sosial-ekonomi yang sangat besar. 

Secara eksplisit dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada banyak ayat yang 

menerangkan tentang urgensi zakat. Dan jika dicermati lebih lanjut, perintah 

untuk berzakat selalu diiring dengan perintah mendirikan sholat. Oleh karena 

itu para ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat jika tidak ada zakat. 

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat 

muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim 

untuk menjadi demawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun 

demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-

hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak 

berlebihan atau kewajibannya tidak dikurangi (Mahmudi, 2009: 14). 

Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba/keuntungan), kepemilikan 

barang-barang tertentu seperti emas dan perak (disertakan dengan uang), 

hewan ternak, hasil pertanian dan juga laba dari kegiatan usaha. Hal ini 

memerlukan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat 

yang harus di bayarkan (Triyuwono & As‟udi, 2001: 19). 
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Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallalahu „alaihi 

wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa 

pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara 

individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, 

dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara 

melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi 

dasar berdirinya berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, 

termasuk di Indonesia.   

Tujuan dalam akuntansi syari‟ah berdasarkan pada tujuan ekonomi 

Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh ummat. Kesejahteraan 

seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya 

diperuntukkan hanya untuk seseorang atau segolongan saja. Oleh karena itu, 

Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem 

zakat, infaq, maupun sodaqoh. 

Adapun tujuan akuntansi yang utama pada mulanya adalah untuk 

mengetahui hasil-hasil perdagangan di akhir tahun, sehingga mempermudah 

bagi mereka untuk mengetahui berapa besar modal pokok murni, keuntungan 

murni, maupun kerugiannya (Harahap, 2004: 14). 

Lebih mendalam tujuan akuntansi syariah adalah sebagai dasar dalam 

perhitungan zakat, sebagai dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi 

kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai, serta unutk 

meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil 

yang diperoleh tidak merugikan masyarakat. 
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Dari tujuan tersebut terdapat gambaran bahwa akuntansi berkaitan erat 

dengan kewajiban zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini 

terpenuhhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau 

penghasilan. 

Akuntansi syariah muncul sebagai jawaban atas konsep perhitungan 

sekaligus pencatatan pengelolaan dana zakat. Dalam konsep akuntansi syariah, 

proses yang dilaksanakan tidak hanya sebagai perhitungan dan pencatatan 

semata, akan tetapi lebih mendalam adalah cakupan akuntabilitas dari 

pengelolaannya terhadap publik dan Allah Swt (Adnan, 2005: 21). 

Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta 

terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan 

lembaga-lembaga pengelola zakat (amil) dengan tujuan meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan 

fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat. Di 

Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia.OPZ yang 

disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ). 

Sistem distribusi zakat yang dikelola oleh OPZ harus memiliki sasaran 

dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima 

zakat, yaitu mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih 
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membutuhkan (mustahik) yang terdiri dari delapan ashnaf. Sedangkan 

tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam 

kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

bidang perekonomian sehingga memperkecil kelompok masyarakat miskin, 

yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki (Mahmudi, 2009: 39). 

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola 

zakat adalah adanya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media 

yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak yang 

berkepentingan baik pihak intern maupun ekstern untuk digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat 

adalah akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu manajemen yang profesional 

dari lembaga amil zakat merupakan suatu keniscayaan. Upaya untuk 

mewujudkan Institutusi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan tidak 

terlepas dari akuntansi dan pelaporan dana zakat. 

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi 

pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan 

keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus 

sistem akuntansi yang digunakan. 

Standar akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat 

harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Terbitnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, 

infak/sedekah merupakan jawaban atas pedoman pengelolaan dan pelaporan 
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keuangan pada organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi zakat mengatur 

tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, 

bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapnya dalam laporan 

keuangan. 

Akuntansi untuk zakat menjadi penting karena amil (orang yang 

mengumpulkan zakat) bertanggung jawab terhadap harta yang diamanahkan 

kepadanya. Disamping itu karena peruntukkan harta zakat adalah untuk 

kemaslahatan ummat, maka amil juga bertanggung jawab kepada publik dan 

pemerintah. Dengan kata lain, akuntansi merupakan alat bagi amil untuk 

menunjukkan akuntabilitasnya (Mursyidi, 2003: 24). 

Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap penerapan 

akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin 

rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa 

adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi 

akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-

pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat, 

serta mencakup di dalamnya prinsip-prinsip yang sesuai syari‟ah. 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk mengadakan 

penelitian yang berkaitan dengan akuntansi zakat serta 

pengimplementasiannya. 

  Dalam hal ini penulis akan mencoba mengkaji PSAK 109 dalam 

konteks syari‟ah, dan bagaimana standar akuntansi yang digunakan oleh 
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Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang sudah 

sesuai dengan kaidah syari‟ah. 

Baitul Maal Hidayatullah  adalah salah satu lembaga amil zakat 

Nasional resmi dengan jaringan komunitas pesantren terbesar di Indonesia 

yang telah mendapatkan SK dari Menteri Agama No. 538 tahun 2001. Baitul 

Maal Hidayatullah cabang Malang sebagai bagian tak terpisahkan dengan 

Kantor pusat di Jakarta, hadir di Malang sejak tahun 2003 hingga sekarang. 

Lebih dari 18.000 donatur telah mempercayakan dananya baik secara rutin 

maupun insidentil. 

Dalam kiprahnya BMH berhak menggali dana dari pemerintah, 

BUMN, swasta atau masyarakat secara umum dan bertanggung jawab 

menyalurkan kembali kepada yang berhak menerima. Dengan program-

program yang berkaitan dengan mengelola dana masyarakat, fungsi akuntansi 

sangat dibutuhkan didalamnya. Sistem akuntansi zakat yang sesuai dengan 

PSAK yang berlaku akan memberikan perspektif positif dari masyarakat 

terhadap akuntabilitas pengelolaannya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian tentang “IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG 

PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul 

Maal Hidayatullah Cabang Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka muncul 

permasalahan yang harus dipecahkan. Dan untuk memperjelas arah penelitian, 
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maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana PSAK 109 ditinjau 

dari perspektif syariah, serta implementasi PSAK 109 tentang pengelolaan 

zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

Untuk meneliti serta mengetahui bagaimana PSAK 109 dilihat dari 

perspektif syariah, serta implementasi PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat 

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam 

bidang Akuntansi Syariah terutama mengenai Akuntansi Zakat pada Lembaga 

Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Malang. 

 

Kegunaan Praktis: 

1. LAZ dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan penyajian laporan 

keuangannya berdasarkan PSAK 109,  

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen LAZ dalam menerapkan 

penyajian laporan keuangan tentang pengelolaan dana zakat yang relevan 

dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga 
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dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya di mata 

publik serta mampu meraih kepercayaan publik. 

3. Sebagai  acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang 

serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam 

pada masa yang akan datang. 


